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Abstrak 

Korupsi terjadi karena adanya kemajuan inovasi dan teknologi. Sehingga, usaha memberantas tindak 
pidana korupsi harus dilaksanakan dengan serius karena korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa. 
Saat memutus perkara tindak pidana korupsi Hakim harus mempertimbangkan dampak dari 
perbuatan Terdakwa. Meskipun hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan, tetapi 
kebebasan tersebut tidak mutlak dan harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. 
Sehingga Hakim tidak dapat berbuat sewenang-wenang dalam memutus suatu perkara agar 
mengakibatkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga penelitian ini menganalisis 
tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Metode Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu menganalisis hasil dari putusan yang telah 
ditetapkan oleh hakim da dihubungkan dengan teori-teori hukum. Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-
TPK/2021/PT DKI terkait perkara korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki, terdapat pertimbangan 
hakim mengenai gender Terdakwa yang dijadikan sebagai salah satu alasan untuk meringankan 
pidana penjara dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Sehingga, banyak masyarakat yang 
menilai bahwa pertimbangan dan vonis pemidanaan dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI 
tidak tepat karena hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena tujuan hukum adalah 
tercapainya rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi terdakwanya.  Untuk dapat menilai kualitas 
pertimbangan hakim dapat dilihat dari ketiga aspek yang selalu melekat pada sebuah pertimbangan 
hakim yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam perkara korupsi Pinangki yang diputus 
pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
terlalu ringan  dan tidak sebanding dengan tindak pidana yang telah diperbuat oleh Terdakwa yaitu 
melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dampak dari korupsi pada 
hakikatnya menyangkut aspek yang sangat luas, yaitu dalam aspek ekonomi dapat berupa merugikan 
keuangan atau perekonomian negara, aspek politik yang menyangkut jabatan dan kekuasaan, aspek 
moral yang menyangkut nilai-nilai demokrasi. Korupsi juga terkait dengan banyak kejahatan lain 
seperti pencucian uang, kejahatan ekonomi, perdagangan narkoba, kejahatan politik, dan lain 
sebagainya sehingga dianggap sebagai salah satu bentuk “transnational crime”. 

 
Kata Kunci: Korupsi, Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim. 

PENDAHULUAN 
 

A. Rumusan Masalah 

Korupsi di Indonesia sudah hampir terjadi dalam segala sendi kehidupan masyarakat baik 
dalam badan yang bersifat publik maupun badan yang bersifat privat, yang berhubungan dengan 
bisnis maupun pemerintah. Jika dapat diibaratkan sebagai penyakit, maka korupsi adalah suatu 
penyakit yang sudah sampai pada tahap yang parah atau kronis dan sulit untuk diobati. Pemberantasan 
tindak pidana korupsi terbilang cukup sulit karena sangat kompleks dan menyangkut dengan 
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permasalahan seputar perbuatan yang berkaitan dengan moralitas seseorang, budaya masyarakat, 
politik yang sedang berjalan di sebuah masyarakat, ekonomi, lemahnya birokrasi atau tata cara 
administrasi dalam keuangan instansi dan pelayanan umum.1 Saat terjadi reformasi pada tahun 1998 
upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi semakin gencar digaungkan oleh masyarakat. 
Amanat reformasi tersebut adalah untuk menegakkan hukum terhadap praktik korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN) yang dianggap telah mengakibatkan Indonesia mengalami krisis multidimensional 
terutama dalam bidang ekonomi. Korupsi erat kaitannya dengan sifat, moral dan keadaan yang jahat, 
terkait jabatan di suatu instansi atau lembaga pemerintah, adanya pemberian yang mengakibatkan 
penyalahgunaan kekuasaan, adanya faktor politik dan ekonomi. Munculnya undang-undang yang 
mengatur tentang perbuatan korupsi secara khusus pada dasarnya belum memadai untuk dapat 
dijadikan indikator keseriusan atau komitmen dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi oleh 
pemerintah. Harus lebih dari sekadar merancang dan mengesahkan suatu aturan undang-undang, 
yaitu dengan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum untuk dapat mengimplementasikan 
secara berani, tegas, profesional serta adil, aturan yang mengatur mengenai upaya memberantas 
korupsi di Indonesia. 2  Salah satu bentuk pengimplementasian upaya memberantas tindak pidana 
korupsi adalah dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi yang berada dilingkungan peradilan 
umum. Hakim-hakim yang berada pada pengadilan tindak pidana korupsi dalam melakukan 
pemeriksaan, mengadili, maupun memutuskan perkara korupsi baik di tingkat pertama, tingkat 
banding maupun kasasi merupakan Hakim Karier dan Hakim ad hoc. Hakim Karier merupakan hakim 
yang berada pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang dijadikan 
sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim ad hoc merupakan seseorang yang memenuhi 
persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang untuk diangkat menjadi hakim tindak pidana 
korupsi (vide UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi). 

Peran dari lembaga pengadilan cukup penting karena berkaitan dengan hak dan tanggung 
jawab yang tidak dihiraukan dan bermasalah dapat ditangani penyelesaiannya. Pihak yang merasa 
direbut hak-haknya diberikan tempat dan dibantu oleh pengadilan agar pihak yang merugikan pihak 
lain dalam perbuatannya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. 3  Seperti halnya dalam 
tindak pidana korupsi yang memaksa para koruptor untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya 
yang melanggar hukum.  

Hakim memiliki suatu peran penting dalam setiap peradilan, baik peradilan umum maupun 
peradilan tindak pidana korupsi. Hakim dalam proses persidangan diwajibkan untuk bersikap tidak 
memihak pada salah satu pihak atau tidak bersikap yang bisa mencederai perasaan hukum 
masyarakat, yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya kepada lembaga peradilan. Hakim 
memiliki peran penting di setiap jalannya peradilan dan selalu dituntut untuk mempertajam kepekaan 
nurani, kecerdasan moral, dan sikap profesionalisme untuk melaksanakan hukum dan mencapai 
keadilan yang diwujudkan dalam setiap putusan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, dan kepada publik.4 Ketika mengadili sebuah perkara hakim wajib tidak membeda-
bedakan orang yang berperkara dan mengacu pada hukum. Penyimpangan dari hukum acara hanya 
dimungkinkan jika hal itu memang diperlukan dengan syarat: pertama, penyimpangan dilakukan agar 
dapat memaksimalkan efisiensi tanpa mengurangi hak dari pihak yang berperkara untuk diadili secara 
jujur (fair), terbuka, dan tidak berpihak (impartial); kedua, tidak diizinkan untuk menyimpangi asas 
umum peradilan yang baik dan benar; ketiga, harus dapat menunjukkan jika penyimpangan tersebut 
adalah hal yang diperlukan ditinjau dari sudut manfaat ataupun dari sudut kepentingan hukum yang 

 

1
 Afif, Muhammad. 2019. “Memberantas Korupsi Melalui Budaya Hukum Yang Baik Dan Cita-Cita Hukum Di 

Dunia Peradilan Indonesia.” SUPREMASI Jurnal Hukum 2(1) hlm 11–21.  
2 Renggong, Ruslan,  Hukum Pidana Khusus, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm 28 
3
 Rusli, Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2019), hlm 60 

4 Mappiasse, Syarif, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), hlm 42 
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benar dan adil.5 Proses Pengadilan diharap dapat menciptakan putusan yang adil. Putusan hakim 
adalah hasil akhir dari sebuah proses peradilan perkara pidana. Sehingga pada putusan hakim 
diharapkan dapat ditemukan representatif dari nilai keadilan, nilai kebenaran, hak asasi manusia.6 
Memberi putusan yang berkualitas kepada pencari keadilan adalah menjadi tanggung jawab hakim. 
Hal tersebut sesuai seperti yang tercantum dalam Pasal 53 UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan 
saat memeriksa dan memutus perkara, hakim memiliki tanggung jawab terhadap putusan yang 
diberikan kepada pihak yang berperkara. Serta dalam putusan harus terdapat pertimbangan hukum 
hakim berdasarkan dari pertimbangan dan dasar hukum yang adil dan tepat. Hakim ketika  memutus 
suatu perkara juga harus mengacu pada KUHAP dengan mempertimbangkan asas-asas yang berada 
dalam KUHAP seperti asas perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, praduga tak 
bersalah, hak agar mendapatkan bantuan hukum, dan lain sebagainya. 

Akhir-akhir ini lembaga peradilan dan aparatur penegak hukum menjadi sorotan, terutama 
dalam masalah hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena 
itu, penulis mencoba menganalisis kasus korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Di  dalam  kasus  
ini  Jaksa Pinangki  menerima  uang  suap sebesar $500.000 dari Djoko Tjandra, melakukan tindak 
pidana pencucian uang sebesar Rp.5,2 Miliar dan ia melakukan perjanjian uang 10 juta dollar AS 
bersama kuasa hukum Djoko Tjandra kepada Kejagung dan MA untuk mendapatkan fatwa. 

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI dengan 
terdakwa Dr. Pinangki  Sirna  Malasari,  S.H.,  M.H  Jaksa  penuntut  umum  memutuskan  bahwa  
terdakwa  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  pencucian  uang  
dan  permufakatan  jahat  untuk melakukan tindak pidana korupsi. Dengan  itu jaksa penuntut umum  
menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp600.000.000,00  
(enam  ratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan dapat diganti 
dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.  

Hasil  dari  Putusan  Pengadilan  DKI  Jakarta  Nomor  10/PID.SUS-TPK/2021/PT.DKI  dengan  
terdakwa Dr.  Pinangki  Sirna  Malasari,  S.H.,  M.H.  Hakim  memutuskan  atas  permintaan  banding  
bahwa  terdakwa terbukti   bersalah   melakukan   tindak   pidana   korupsi,   melakukan   pencucian  
uang,   dan   melakukan permufakatan  jahat  untuk  melakukan  tindak  pidana  korupsi.  Hakim  
menjatuhkan  pidana  penjara  selama  4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan 
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan  perbedaan  antara  penuntutan  oleh  jaksa  
penuntut  umum  dan  putusan  hakim  pengadilan yang  menyata kan  bahwa  sanksi  pidana  penjara  
berkurang  sebanyak  6  tahun.  Penulis  ingin  menganalisis terjadinya  pengurangan  sanksi  yang  
berlebih  kepada  terdakwa  sesuai  dengan  sistem  pemidanaan  maupun dengan   ketentuan   
perundang-undangan   yang   berlaku,   maka   berdasarkan   hal tersebut   penulis   tertarik melakukan  
penulisan  artikel  dengan  judul  “Analisis  Yuridis  Tindak  Pidana  yang  Dilakukan  oleh  Jaksa 
Pinangki”. 

  
 

B. Rumusan Masalah 
Dari uraian tersebut dalam penelitian ini muncul dua rumusan masalah yaitu: 

1. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk sudah tepat jika dikaitkan 
dengan pertanggungjawaban pidana? 

2. Apakah vonis pemidanaan dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI sudah sesuai 
dengan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? 

 

5 Efendi, Jonaedi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, (Depok: Prenada Media Group, 2019), hlm 

104 
6 Unas, Sandro, Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Lex et 

Societatis VII, 2019) hlm 58–65. 
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C.  Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peneliti akan melakukan pengujian dan 
analisis dengan mengacu pada asas-asas, teori-teori, dan norma hukum yang masih berlaku berkaitan 
dengan pertanggungjawaban pidana, concursus, dan pertimbangan hukum hakim. Ada 3 (tiga) 
pendekatan yang akan dipakai untuk penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan; 
pendekatan kasus; pendekatan konseptual.  

 
D. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ketepatan pertimbangan Hakim dalam Putusan 
No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana dan menganalisis 
kesesuaian vonis pemidanaan dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI terhadap Pasal 5 UU 
Kekuasaan Kehakiman. 
 
 

PEMBAHASAN 
 

A. Peristiwa Kasus 
Pinangki yang saat itu menjabat sebagai seorang Jaksa dengan menduduki Jabatan Struktural 

Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung RI telah terlibat 
dalam tindak pidana korupsi terkait menerima suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk 
melakukan tindak pidana korupsi. Pinangki didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan 
yang disusun dalam bentuk kumulatif dan subsidiaritas yaitu Kesatu-Primair Terdakwa telah melakukan 
tindak pidana dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, 
Subsidair Pasal 11 UU PTPK. Kedua melanggar Pasal 3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. Ketiga-Primair melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU PTPK, 
Subsidair Pasal 15 jo. Pasal 13 UU PTPK. Setelah dilakukan pemeriksaan, Penuntut Umum melakukan 
penuntutan terhadap Pinangki berdasarkan dakwaan Kesatu Subsidair dan dakwaan Kedua dan 
dakwaan Ketiga Subsidair. Serta memohon Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana 
penjara selama 4 (empat) tahun dengan mengurangi masa penahanan serta pidana denda sebanyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.  Majelis 
Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan lebih berat dari yang dituntut yaitu menyatakan 
Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Kedua dan Ketiga Subsidair serta menjatuhkan pidana penjara 
selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah) subsider 
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa mengajukan upaya 
hukum banding. Dalam permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus lebih 
ringan yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebanyak 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dengan 
pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah, Terdakwa seorang ibu dari anaknya yang 
masih balita (berusia 4 tahun), Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan 
diperlakukan secara adil, perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain, dan tuntutan 
Penuntut Umum telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. 

B. Pertimbangan Hakim 
Dalam Putusan No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI Majelis Hakim memberikan pertimbangan 

sebagai berikut: 
1. Menimbang Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatan 

dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama terutama terkait lamanya pidana dan 
fakta persidangan; 

2. Menimbang Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang pada pokoknya setuju dengan 
Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; 
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3. Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum; 
4. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa telah memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan Kesatu subsidair dan dakwaan Kedua dan dakwaan 
Ketiga subsidair dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar; 

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan Majelis Hakim 
Tingkat Pertama dalam mengkonstatis fakta hukum; 

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pendapat yang sama dengan Majelis Tingkat 
Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana korupsi berupa menerima suap seperti pada surat dakwaan kesatu-subsidair dan 
melakukan tindak pidana pencucian uang seperti pada dakwaan kedua dan melakukan 
permufakatan jahat untuk melakukan korupsi seperti pada dakwaan ketiga-subsidair; 

7. Bahwa terkait masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama 
dianggap terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut: 

● Terdakwa telah mengaku bersalah; 

● Terdakwa seorang ibu dari anaknya yang masih balita; 

● Terdakwa adalah wanita yang harus mendapatkan perlindungan, perhatian dan 
diperlakukan secara adil; 

● Perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya keterlibatan pihak lain; 

● Tuntutan pidana Penuntut Umum telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat. 
8. Bahwasan pada tingkat pertama hanya diubah sekadar mengenai lamanya pidana penjara; 
9. Bahwa Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; 
10. Terdakwa harus membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding. 
C. Putusan Hakim  

Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI tanggal 14 
Juni 2021 adalah Permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum diterima; Adanya perubahan 
pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 
Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimohonkan upaya hukum banding 
tersebut sekadar tentang pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa dengan amar pada 
pokoknya sebagai berikut: 

a. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana seperti pada dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair; 

b. Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair dan Ketiga Primair; 
c. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

korupsi berupa menerima suap, pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan 
tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Penuntut Umum; 

d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 4 (empat) 
tahun dan denda sebanyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), subsider pidana 
kurungan selama 6 (enam) bulan; 

e. Menetapkan masa penahanan yang telah dilakukan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 

f. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 
g. Memerintahkan barang bukti untuk dirampas oleh negara dan digunakan dalam perkara atas 

nama Terdakwa Djoko Tjandra; 
h. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp10.000,00 

(sepuluh ribu Rupiah). 
D. Ketepatan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI 

Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana 
Adanya Putusan No. 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI dimulai dari adanya tindak pidana korupsi 

yang dilakukan oleh Pinangki yang saat itu menjabat sebagai seorang Jaksa di Kejaksaan Agung RI 
dengan menemui Djoko Tjandra yang terlibat kasus cessie Bank Bali. Perkara Pinangki diadili di 
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disusun dengan bentuk 
kumulatif dan subsidiaritas yaitu dakwaan Kesatu-Primair melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) 
huruf a UU Korupsi, Kesatu-Subsidair melanggar Pasal 11 UU Korupsi, dan dakwaan Kedua melanggar 
Pasal 3 UU Pencucian Uang, dan dakwaan Ketiga -Primair melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf 
a UU Korupsi, Ketiga-Subsidair melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 UU Korupsi.  

Alasan Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan tersebut adalah Terdakwa pada sekitar 
bulan September 2019 bersama Anita Kolopaking bertemu dengan Rahmat dan minta agar dikenalkan 
oleh Djoko Tjandra. Menindaklanjuti hal tersebut Rahmat menyampaikan pada Djoko Tjandra, yang 
kemudian pada tanggal 12 November 2019 Terdakwa bertemu dengan Djoko Tjandra di kantor Djoko 
Tjandra yang terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Terdakwa memperkenalkan diri sebagai seorang 
Jaksa serta seseorang yang sanggup membantu mengusahakan upaya hukum Djoko Tjandra, serta 
memperkenalkan Anita Kolopaking sebagai Pengacara yang akan membantu pengurusan tersebut. 
Terdakwa mengusulkan biaya-biaya yang digunakan untuk mendapatkan Fatwa Mahkamah Agung 
yang disetujui oleh Djoko Tjandra. Untuk melancarkan rencana tersebut, Terdakwa secara langsung 
menyampaikan akan mengajukan proposal dalam bentuk Action Plan tentang rencana tindakan serta 
biaya yang digunakan untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung 
sebanyak USD 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat), tetapi Djoko Tjandra hanya dapat 
menyanggupi USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Atas instruksi Djoko Tjandra pada 
tanggal 26 November 2019 Herriyadi Angga Kusuma memberikan uang sebesar USD500.000 (lima 
ratus ribu dolar Amerika Serikat) yang kemudian diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian 
memberikan sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) kepada Anita Kolopaking. 
Dari pemberian uang tersebut maka pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa 
menukarkan sejumlah mata uang Dolar Amerika Serikat sebanyak USD 337.600 (tiga ratus tiga puluh 
tujuh ribu enam ratus dolar Amerika Serikat) menggunakan nama orang lain yang bertujuan agar dapat 
menyembunyikan atau menyamarkan asal mula harta kekayaannya yang didapatkan dari tindak pidana 
korupsi tersebut. Uang tersebut dipakai  Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa. 

Kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 
Putusan No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst mengadili bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan 
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Penuntut Umum. 
Serta menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus 
juta Rupiah) subsider 6 (enam) bulan. Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan 
permintaan banding kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Alasan Terdakwa melakukan upaya 
hukum banding tercantum dalam memori banding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim 
Tingkat Pertama telah salah saat menimbang dan memahami fakta hukum, yang seakan-akan telah 
terjadi tindak pidana korupsi, pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana 
korupsi. Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah terjerat dalam konstruksi surat dakwaan, sehingga 
terpaksa untuk memutus dakwaan Kesatu subsidair dan dakwaan Ketiga subsidair, yang merupakan 
perbuatan yang sama diklasifikasi menjadi dua tindak pidana. Dengan adanya kekeliruan Majelis 
Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta hukum serta menyimpulkan perbuatan, maka 
putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut batal demi hukum karena ketentuan Pasal 197 ayat 
(1) huruf d KUHAP tidak terpenuhi. Kemudian, Terdakwa merasa adanya ketimpangan dalam 
menjatuhkan pidana yaitu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, tetapi Djoko 
Tjandra hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta Andi Irfan 
Jaya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dalam memori banding Terdakwa pada dasarnya 
Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pendapat bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum mengenai 
adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkonstatis fakta hukum tidak melanggar 
hukum acara dan HAM serta sesuai dengan Pasal 65 KUHP. Pertimbangan tersebut dapat dibenarkan 
karena menerima suap dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi adalah dua 
perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri.  

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sudah tepat, namun masih 
terdapat pertimbangan yang tidak tepat yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang diberikan 
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kepada Terdakwa. Hakim menilai terlalu berat dan adil jika diputus lebih rendah yaitu selama 4 (empat) 
tahun dan denda sebanyak enam ratus juta rupiah subsider pidana kurungan selama enam bulan, 
dengan pertimbangan yaitu: 

● Terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya serta ikhlas dipecat dari 
profesinya sebagai Jaksa; 

● Terdakwa mempunyai anak yang masih balita; 

●  Terdakwa merupakan seorang wanita harus memperoleh perhatian, perlindungan, dan 
perlakuan secara adil; 

● Perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya keikutsertaan pihak lain yang ikut bertanggung 
jawab. 

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang berkaitan dengan gender dapat 
dikategorikan sebagai pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Berdasarkan doktrin hukum 
pidana yang diterapkan di Indonesia pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis hanya 
menyangkut mengenai latar belakang dari perbuatan Terdakwa, akibat dari dilakukannya perbuatan 
Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial dan ekonomi Terdakwa, serta faktor agama terdakwa.  
Pinangki merupakan sebagai Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural Kepala Sub Bagian 
Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung 
RI yang menerima total keseluruhan gaji dan tunjangan tiap bulan sebanyak Rp 18.921.750,00 
(delapan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah). Dengan gaji 
yang cukup banyak tetapi masih adanya dorongan dalam diri Pinangki untuk melakukan tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana pencucian uang maka dapat diartikan Pinangki memiliki sifat yang serakah. 
Sifat tersebut membuat seseorang yang telah baik secara finansial tetap melakukan tindak pidana. 
Akibat dari perbuatan Pinangki yang paling berdampak pada masyarakat adalah hilangnya 
kepercayaan masyarakat atas kinerja aparat penegak hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi juga 
menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional serta menurunkan integritas lembaga 
pemerintahan. 

Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis tidak ada yang berkaitan mengenai gender, 
sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Banding tersebut tidak tepat. Berdasarkan teori 
pertanggungjawaban pidana penggunaan gender sebagai pertimbangan yang meringankan pidana 
penjara juga tidak tepat. Karena meskipun Terdakwa adalah seorang wanita, dalam persidangan 
Terdakwa telah terbukti memiliki kesalahan. Dalam pertanggungjawaban pidana unsur kesalahan 
adalah hal yang penting dalam menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Sebab dalam 
pertanggungjawaban pidana terdapat asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder 
schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea).7 Unsur kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa dalam 
melaksanakan perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 11 UU Korupsi, Pasal 3 UU Pencucian Uang, 
dan Pasal 15 jo. Pasal 13 UU Korupsi. Terdakwa sebagai seorang Jaksa sudah sepatutnya memiliki 
kemampuan bertanggung jawab dengan dapat memisahkan antara perbuatan mana yang baik dan 
buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Karena dalam Pasal 3 PERJA No. PER-
014/A/JA/11/2012 sudah menjadi kewajiban seorang Jaksa untuk bertindak berlandaskan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan nilai agama, kesopanan, kesusilaan yang 
berada dalam masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.  Adanya kesengajaan dalam 
tindak pidana yang diperbuat oleh Terdakwa yaitu dapat dilihat dari motif awal Terdakwa yang 
meminta untuk dikenalkan kepada Djoko Tjandra. Dari hal tersebut akhirnya diwujudkan dengan 
pertemuan antara Terdakwa dan  pada 12 November di Kuala Lumpur, Malaysia. Tujuan dari 
pertemuan tersebut adalah untuk memperkenalkan diri sebagai seorang Jaksa dan sebagai orang 
yang sanggup mengusahakan upaya hukum Djoko Tjandra agar bisa kembali ke Indonesia dan tidak 
harus melakukan hukumannya. Kemudian dari pertemuan tersebut muncul perbuatan pidana 
Terdakwa menerima suap, melakukan pencucian uang dan permufakatan jahat untuk melakukan 

 

7 Moeljatno,  Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm 28 
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tindak pidana korupsi. Dalam fakta di persidangan juga tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan 
pemaaf. Dalam KUHP menyebutkan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus 
pertanggungjawaban pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 44 karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan 
atau terganggu karena penyakit, Pasal 45 karena belum dewasa, Pasal 48 karena adanya pengaruh 
daya paksa, Pasal 49 karena melakukan perbuatan pembelaan terpaksa, Pasal 50 karena melakukan 
perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. 
Dimana hal-hal tersebut tidak terdapat dalam diri Terdakwa saat melakukan tindak pidana. Untuk 
dapat menilai kualitas pertimbangan hakim dapat dilihat dari ketiga aspek yang selalu melekat pada 
sebuah pertimbangan hakim yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dalam putusan No. 10/Pid-
Sus-TPK/2021/PT DKI dapat dijabarkan ketiga aspek tersebut yaitu sebagai berikut: 

Aspek yuridis yang dapat ditinjau dari kesesuaian penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum 
dengan fakta hukum yang terkait dengan perbuatan Terdakwa dan unsur-unsur tindak pidananya 
apakah sudah terpenuhi. Dalam dakwaan kasus korupsi Pinangki, Penuntut Umum menyusun surat 
dakwaan secara kumulatif dan subsidiaritas dengan mendasarkan pada UU Korupsi dan UU Pencucian 
Uang. Ketika proses persidangan Hakim mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada setiap orang 
dengan minimal dua alat bukti yang sah sehingga Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa 
telah melakukan tindak pidana tersebut.  Pasal 184 KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah dapat 
berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Penuntut Umum 
dalam persidangan telah mengajukan sebanyak 31 Saksi dan 2 Ahli yang telah memberikan 
pendapatnya di muka persidangan dibawah sumpah. Terdakwa melalui Penasihat Hukum juga telah 
mengajukan seorang saksi yang meringankan. Serta barang bukti yang diajukan di hadapan 
persidangan berupa print out rekening bank, print out tangkapan layar (screenshots) percakapan 
Pinangki via Whatsapp, 1 unit mobil BMW X-1 lengkap dengan dokumennya, dan lain sebagainya. Hal 
tersebut membuat Hakim setuju dengan surat dakwaan penuntut umum pada dakwaan Kesatu-
Subsidair yang melanggar Pasal 11 UU Korupsi, dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UU Pencucian 
Uang, dan dakwaan Ketiga-Subsidair melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Korupsi. 

Aspek Filosofis identik dengan kebenaran dan keadilan, dalam hukum pidana terdapat asas 
equality before of the law yang bermakna siapa yang melakukan tindak pidana maka harus dihukum. 
Barangsiapa yang mencuri harus dihukum, yang artinya adalah setiap orang yang mencuri harus 
menerima hukuman tanpa diskriminasi (mertokusumo). Dalam putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-
TPK/2021/PT DKI, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai lamanya pidana 
penjara dengan mempertimbangkan gender Terdakwa, yang pada pokoknya Majelis Hakim 
mengurangi lamanya pidana karena terdapat pertimbangan gender Terdakwa sebagai seorang wanita 
yang perlu mendapatkan perhatian, perlindungan dan perlakuan yang adil.  Pertimbangan Majelis 
Hakim tersebut tidak sesuai dengan asas equality before of the law yang tercantum dalam Pasal 28D 
ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 
dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Frasa “setiap orang” 
berarti seluruh warga negara Indonesia tidak melihat jenis kelamin, ras, suku, maupun agama. 
Begitupun Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
menyatakan hal yang sama bahwa setiap orang harus mendapatkan perlakuan yang sama didepan 
hukum. Asas persamaan kedudukan dalam hukum tercantum pula dalam KUHAP bagian Penjelasan 
Umum butir 3e, Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 2 huruf d PERMA RI 
No. 3 Tahun 2017. Dimana ketiga aturan tersebut harus menjadi acuan untuk hakim saat mengadili 
dan membuat keputusan terhadap suatu perkara pidana.  Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta dalam Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI, yang menyatakan bahwa 
Terdakwa sebagai wanita yang harus memperoleh perhatian, perlindungan, dan perlakuan yang adil, 
tidak tepat. Karena dalam perkara tersebut posisi Terdakwa bukanlah sebagai korban melainkan 
sebagai pelaku tindak pidana. Dimana berdasarkan asas persamaan kedudukan dalam hukum, maka 
posisi Terdakwa sebagai wanita harus disetarakan dengan laki-laki, dan berdasarkan pada teori 
pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim seharusnya lebih menitikberatkan pada kesalahan 
yang dilakukan oleh Terdakwa. Apalagi jika memperhatikan Pasal 2 PERMA RI No. 3 Tahun 2017 bahwa 
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hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum harus berlandaskan pada 
asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, tidak diskriminasi, kesetaraan gender, 
persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.  Pertimbangan Hakim 
mengenai jenis kelamin atau gender pada Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang dijadikan 
salah satu pertimbangan untuk meringankan pidananya tidak sesuai dengan Pasal 2 PERMA RI No. 3 
Tahun 1999. Karena tidak mencerminkan adanya kesetaraan gender, yang perlu mendapatkan 
perlindungan dan perhatian tidak hanya seorang wanita tetapi juga laki-laki. Sehingga pertimbangan 
Hakim tersebut mengandung bias gender dan bersifat diskriminasi. Menurut Pasal 1 angka 3 UU HAM 
diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik secara langsung atau tidak 
langsung yang berdasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status 
sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut 
dari aspek Filosofis tidak sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Karena 
pertimbangan tersebut tidak mencerminkan penerapan asas equality before of the law yang menjadi 
salah satu norma penting untuk meraih keadilan.  

Aspek sosiologis, dalam pertimbangan Hakim aspek sosiologis dapat digunakan untuk 
melihat alasan seseorang melakukan suatu tindak pidana, yang juga berpengaruh pada bentuk sanksi 
yang akan dijatuhkan oleh Hakim untuk Terdakwa. Masalah penegakan hukum tidak hanya dapat 
ditinjau dari sudut pandang peraturan perundang-undang saja, tetapi harus pula ditinjau secara utuh 
dengan menyangkutkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya.8 Tindak pidana 
korupsi sejak lama menjadi salah satu kejahatan yang telah banyak terjadi di Indonesia. Akibat dari 
korupsi tidak hanya berupa merugikan keuangan negara, melainkan pula telah melanggar hak-hak 
sosial serta ekonomi masyarakat luas, maka dari itu tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan 
yang pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Pertimbangan Hakim dalam 
putusan perkara nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI yang terkait gender Terdakwa tidak tepat. Karena 
mengingat profesi Terdakwa sebagai seorang Jaksa dan penyelenggaran negara yang seharusnya 
mendukung program pemerintah untuk menyelenggarakan dan mewujudkan negara yang bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Gender yang menjadi bahan pertimbangan hakim sama 
sekali tidak berkaitan dengan moral, dan perilaku seseorang. Pasal 1 angka 3 PERMA No. 3 Tahun 
2017 mengartikan bahwa gender merupakan sebuah konsep yang menunjuk pada kedudukan, fungsi 
serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari adanya keadaan sosial dan 
budaya masyarakat yang juga dapat berubah berdasarkan waktu dan tempat. Sehingga baik terhadap 
pelaku wanita atau laki-laki jika telah melakukan suatu perbuatan pidana harus 
mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan orang lain. Pertimbangan Hakim 
jika ditinjau dari aspek sosiologis, seharusnya lebih mempertimbangkan profesi Terdakwa sebagai 
aparat penegak hukum yang melakukan suatu kejahatan. Dimana hal teresebut akan menghilangkan 
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum khususnya Jaksa. Tindakan 
Terdakwa juga mengingkari sumpah atau janji jabatannya sebagai seorang Jaksa seperti yang 
tercantum dalam Pasal 10 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. 

 
E. Kesesuaian Vonis Pemidanaan dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI 

dengan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman 
Putusan hakim diharuskan untuk selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Putusan hakim yang mendapat 
pengaruh dari eksternal kekuasaan kehakiman, terdapat gelagat adanya Korupsi, Kolusi, Nepotisme 
(KKN), tidak profesional, tidak mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan, eksekusi dari 
putusannya tidak dapat dilakukan, dapat mengakibatkan menurunnya rasa percaya masyarakat 

 

8  Taufiq, Muhammad, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2014) hlm 80 
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sekalian menjadikan wibawa pengadilan rendah dimata masyarakat.9 Seperti yang kita ketahui bahwa 
dalam KUHAP terdapat 3 (tiga) bentuk putusan hakim yaitu putusan dengan vonis pemidanaan, 
putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (vide Pasal 1 angka 11 KUHAP).   

Terhadap kasus korupsi yang dilakukan oleh Pinangki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama 
berupa putusan pemidanaan. Karena dalam persidangan Terdakwa terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah telah melaksanakan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan Pasal 11 UU 
Korupsi, tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan Pasal 3 UU Pencucian Uang, dan 
melakukan permufakatan jahat sesuai Pasal 15 jo. Pasal 13 UU Korupsi. Untuk putusan pada tingkat 
banding, bentuk putusannya adalah mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri 
yang menyangkut tentang vonis pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.  Vonis pemidanaan 
terdapat dalam putusan Hakim di akhir proses persidangan yang memuat perintah agar menjatuhkan 
hukuman terhadap terdakwa sebagaimana seperti yang telah diancam dengan pidana yang disebut 
dalam pasal pidana yang didakwakan.10 Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Kekuasaan 
Kehakiman putusan pengadilan wajib memuat alasan-alasan yang berkaitan dengan menentukan 
berbagai fakta dari suatu peristiwa yang telah dikualifisir menjadi fakta hukum, dasar putusan yang 
terkait penerapan hukum dan alasan-alasan pendukung, pasal-pasal dari aturan yang terdapat dalam 
undang-undang yang terkait dengan dasar-dasar hukum yang diterapkan, atau sumber hukum tak 
tertulis yang menjadi dasar dalam mengadili, argumen sosiologis dan filosofis atau moral justice yang 
merupakan hukum tak tertulis.11 

Dalam tujuan pemidanaan terdapat berbagai macam teori, dua diantaranya yaitu teori absolut 
dan teori relatif. Teori absolut menghendaki bahwa hukuman (sanksi) itu diberikan sebagai 
pembalasan terhadap seseorang sebagai akibat telah melakukan kejahatan yang berdampak pada 
kesengsaraan pada orang lain atau anggota masyarakat. Teori relatif dilandasi pada tujuan yang 
pertama, menjerakan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan memberitahu masyarakat jika 
melakukan perbuatan yang sama akan mendapatkan hukuman serupa seperti Terpidana; kedua 
memperbaiki pribadi terpidana agar tidak melakukan kembali tindak pidana dan kembali kepada 
lingkungan sosial sebagai pribadi yang baik dan berguna; ketiga melenyapkan atau membuat 
Terpidana tidak berdaya dengan menjatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati.12 

Terdakwa Pinangki terjerat perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang 
yang pada awalnya dijatuhi hukuman pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana 
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 10 (sepuluh) tahun. Kemudian Terdakwa 
mengajukan permohonan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Memori banding 
Terdakwa salah satu pokoknya adalah merasa keberatan atas lamanya pidana  penjara yang diberikan 
terhadap Terdakwa yaitu 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Djoko Tjandra diputus pidana penjara selama 
4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Andi Irvan Jaya diputus pidana penjara selama 6 (enam) 
tahun, menunjukkan adanya kesenjangan saat memutus pidana dan cenderung telah terjadi 
ketidakadilan. Permohonan banding Terdakwa diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI 
Jakarta dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), subsider pidana kurungan 6 (enam) bulan. Putusan Majelis 
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan Putusan 
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

 

9 Mappiasse, Syarif, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020),hlm 
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memutuskan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim 
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak tepat, karena kurang memberatkan mengingat tindak pidana yang 
dilakukan oleh Terdakwa yaitu tindak pidana korupsi (menerima suap), pencucian uang, dan 
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang masing-masing ancaman pidana 
penjaranya yaitu paling lama 5 (lima) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 3 (tiga) tahun.  

Mengacu pada teori perbarengan (concursus) maka tindak pidana yang telah diperbuat oleh 
Terdakwa termasuk dalam concursus realis, yaitu melakukan beberapa perbuatan pidana yang harus 
dilihat sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh seseorang yang dalam waktu 
terjadinya belum terdapat putusan pidana untuk salah satu perbuatannya. Concursus realis 
menjatuhkan pidana terberat ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Dari perkara Pinangki hukuman 
pidana penjara yang paling berat adalah dari tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 
3 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana 
penjara paling lama 20 tahun, sepertiga dari 20 tahun adalah 6 tahun. Pasal 12 KUHP mengatur pidana 
penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut karena adanya 
perbarengan, pengulangan atau karena Pasal 52 KUHP. Serta pidana penjara waktu tertentu tidak 
boleh melebihi 20 tahun. Maka, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Pinangki dapat 
menjatuhkan pidana penjara lebih dari 15 tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun. Karena Pinangki 
melakukan perbarengan tindak pidana yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana. Namun, 
penjatuhan pidana penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahkan tidak mencapai 
sepertiga dari ancaman pidana penjara terberat.  Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus korupsi Pinangki mendapatkan kecaman dari 
berbagai kalangan masyarakat yang menganggapnya tidak adil karena pidana penjara yang 
dijatuhkan terlalu ringan dengan pertimbangan hakim yang tidak tepat. Peneliti ICW (Indonesia 
Corruption Watch), Kurnia Ramadhana, menganggap status Pinangki sebagai seorang Jaksa layak 
untuk dijatuhi hukuman lebih berat hingga 20 tahun, serta melakukan 3 (tiga) tindak pidana sekaligus 
saat masih menjabat sebagai seorang Jaksa (Pratama Taher 2021). Begitupun yang diungkapkan oleh 
Charles Simabura, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, 
menyatakan bahwa pertimbangan hakim terkait status Pinangki yang seorang ibu menimbulkan 
diskresi terhadap perkara-perkara lain yang melibatkan pelaku perempuan. Karena yang mengurus 
seorang anak tidak selalu menjadi tanggung jawab seorang ibu. Pinangki juga secara sengaja terlibat 
dalam perkara pengurusan Fatwa MA untuk Djoko Tjandra sehingga Pinangki merupakan pelaku 
bukan korban.13 Sehingga dengan adanya pertentangan dari masyarakat tersebut Putusan Pengadilan 
Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Pinangki tidak sesuai dengan rasa 
keadilan yang berada dalam masyarakat. Adanya kritikan dari masyarakat terhadap suatu Putusan 
Hakim adalah sesuatu yang konsekuensial agar membuka mata para Hakim untuk memperhatikan 
nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat ketika menilai adanya suatu peristiwa huku. Karena 
hukum tidak dapat berhasil jika tidak ada nilai keadilan.14 

Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman bahwa seorang Hakim 
harus dapat menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan nilai keadilan yang berada 
ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Putusan hakim harus dilekati dengan keadilan karena 
keadilan adalah tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan. Eksistensi keberadaan 
Pengadilan adalah untuk melaksanakan hukum dan keadilan tersebut. Harapannya keberadaan suatu 

 

13 Maharani, Tsarina, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil. Kompas.com. 

Diambil 22 Maret 2023  

(https://nasional.kompas.com/read/2021/06/15/22161001/pertimbangan-hakim-dalam-putusan-banding-pinangki-

dinilai-tidak-adil?page=all). 
14

 Efendi, Jonaedi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm 

105 



50 

 

Pengadilan yang adil akan dapat mewujudkan ketertiban, ketenteraman dan kedamaian.15 Seperti hati 
nurani, setiap manusia memiliki rasa keadilan. Kemampuan dalam memisahkan mana yang benar dan 
yang salah, adil dan tidak, telah ada sejak manusia dilahirkan dan setiap orang memiliki kemampuan 
tersebut.  

Dalam perkara korupsi Pinangki yang diputus pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang 
telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terlalu ringan  dan tidak sebanding dengan tindak 
pidana yang telah diperbuat oleh Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana 
pencucian uang. Dampak dari korupsi pada hakikatnya menyangkut aspek yang sangat luas, yaitu 
dalam aspek ekonomi dapat berupa merugikan keuangan atau perekonomian negara, aspek politik 
yang menyangkut jabatan dan kekuasaan, aspek moral yang menyangkut nilai-nilai demokrasi. Korupsi 
juga terkait dengan banyak kejahatan lain seperti pencucian uang, kejahatan ekonomi, perdagangan 
narkoba, kejahatan politik, dan lain sebagainya sehingga dianggap sebagai salah satu bentuk 
“transnational crime”.16 

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI 
masih belum memperhatikan suatu nilai keadilan yang berada dalam masyarakat sehingga masyarakat 
banyak yang tidak setuju terhadap putusan tersebut. Penjatuhan pidana yang sebanding dengan 
kesalahan Terdakwa dapat membantu mewujudkan tujuan pemidanaan yaitu memberikan efek jera 
kepada Terdakwa, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat jika melakukan tindak pidana 
korupsi akan mendapatkan hukuman yang berat sehingga masyarakat akan berpikir berkali-kali saat 
akan melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk memperbaiki diri terdakwa. Dimana Terdakwa 
dilatar belakangi dengan kondisi ekonomi yang berkecukupan maka penjatuhan pidana denda saja 
dirasa kurang menjerakan dan harus dibarengi dengan pidana penjara yang seharusnya cukup berat. 

Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman mengharuskan hakim untuk menerapkan keadilan moral 
(moral justice) yang mengacu pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan yang hidup di 
masyarakat. Hukum yang baik merupakan hukum yang sinkron dengan hukum yang hidup dalam 
masyarakat yang juga mencerminkan nilai-nilai yang berjalan dalam suatu masyarakat (sosial justice). 
Keadilan yang dimaksud disini, bukanlah keadilan prosedural (formal), tetapi keadilan substantif 
(materiel), yang berkesesuaian dengan hati nurani hakim.17 Kepercayaan masyarakat pada hukum akan 
menjadi goyah manakala pengadilan tidak berhasil memberikan pidana yang proporsional terhadap 
pelaku sehingga putusannya tidak adil. Hal ini dapat menmicu para pelaku kejahatan untuk lebih 
berani untuk melakukan tindak pidana yang lain lagi. Karena sebagian dari mereka mungkin akan 
merasa dirinya “kebal hukum”. 18  Sehingga terkait memori banding Terdakwa yang menyatakan 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst terkait lamanya pidana 
penjara yang dijatuhkan terhadap Pinangki dipandang tidak adil adalah pendapat yang salah. Karena 
kondisi Terdakwa sebagai Aparat Penegak Hukum dengan jabatan sebagai Jaksa yang melakukan 
tindak pidana korupsi tentunya bertentangan dengan keadilan moral. Dimana seharusnya sebagai 
seorang jaksa dituntut untuk memperhatikan nilai agama, nilai kesopanan, dan nilai kesusilaan juga 
harus menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berada di masyarakat saat 
menjalankan tugas dan wewenangnya (vide Pasal 8 UU No. 16 Tahun 2004). Terdakwa telah 
mencemari suatu kewajiban jabatan yang bersifat khusus, dalam hal ini sebagai seorang Jaksa. 
Pengertian kewajiban jabatan yang bersifat khusus adalah suatu kewajiban yang pemenuhannya 
termasuk dalam pelaksanaan suatu jabatan tertentu. Pencemaran terhadap suatu kewajiban jabatan 
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yang bersifat khusus bukan terjadi karena seorang pegawai negeri telah melakukan suatu tindak 
pidana, tetapi kedua-duanya telah terjadi pada saat yang bersamaan. Pencemaran terhadap kewajiban 
jabatannya yang bersifat khusus merupakan suatu keadaan penyerta, yang kehadirannya hanya 
membuat tindak pidana yang telah dilakukan menjadi mempunyai sifat yang lebih berat.19 Sehingga 
hal tersebut menjadi dasar bahwa memangku suatu jabatan tertentu ketika melakukan tindak pidana 
dapat dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan. Terdakwa telah mengingkari tugas dan 
wewenang seorang Jaksa yang tercantum dalam Pasal 30 UU No.16 Tahun 2004 berupa melaksanakan 
penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Tetapi 
Terdakwa malah membantu menyusun rencana agar Djoko Tjandra dapat menghindari eksekusi 
Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara cessi Bank Bali yang pada 
saat itu belum dilaksanakan. Terdakwa sebagai salah satu penyelenggara negara di bidang yudikatif 
juga tidak mendukung terwujudnya program pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang 
No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme dimana dalam Pasal 5 tercantum kewajiban bagi setiap Penyelenggara Negara untuk tidak 
melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi diri Terdakwa yang pada saat melakukan 
tindak pidana memangku jabatan Jaksa dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk memperberat 
hukuman yang diterima Terdakwa. Karena dalam diri Terdakwa melekat suatu tugas dan kewajiban 
tertentu yang tidak terdapat pada diri orang biasa yang tidak menduduki jabatan tertentu. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
PENUTUP 

 
Kesimpulan  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat  disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI 
tentang tindak pidana korupsi pada tingkat Banding/Terpidana Pinangki yang merupakan 
Putusan penting bagi penegakan hukum. Karena dalam Putusan tersebut terdapat perbedaan 
dalam penerapan pidana. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 
Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI terhadap pertanggungjawaban pidana tidak 
tepat, karena dalam perbuatan Pinangki telah terdapat unsur kesalahan, yang berdasarkan 
asas legalitas (vide Pasal 1 ayat 1 KUHP) dapat dijatuhi pidana. Pertimbangan Hakim yang 
meringankan hukuman pidana penjara Pinangki dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) 
tahun, dengan salah satu pertimbangan, bahwa Terdakwa seorang wanita yang harus 
memperoleh perhatian, perlindungan, serta perlakuan yang adil tidak tepat jika digunakan 
dalam memutus terkait lama pidana penjara Terdakwa. Penggunaan gender sebagai 
pertimbangan untuk meringankan hukuman tidak sesuai dengan asas persamaan kedudukan 
dalam hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. Karena Pinangki dalam perkara tindak 
pidana korupsi tersebut sebagai pelaku utama bukan pembantu sehingga hukumannya 
seharusnya dapat lebih berat dari 4 (empat) tahun. 

2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan keringanan kepada 
terdakwa yaitu 4 (empat) tahun dalam perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam 
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Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat. Karena terdapat kritik dari masyarakat terkait putusan tersebut yang dinilai tidak 
memberikan efek jera. Terdakwa melakukan 3 (tiga) tindak pidana yang dipandang sebagai 
perbuatan sendiri-sendiri, dalam teori hal tersebut disebut dengan concursus. Penjatuhan 
pidana pokok pada concursus adalah pidana terberat dengan tambahan sepertiga dari pidana 
yang terberat. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Pinangki maka Hakim 
seharusnya dapat menjatuhkan pidana lebih dari 15 tahun tetapi tidak lebih dari 20 tahun. 
Penjatuhan hukuman selama 4 (empat) tahun terlalu ringan, bahkan tidak mencapai sepertiga 
dari hukuman paling lama. Apalagi Pinangki melakukan tindak pidana korupsi dan tindak 
pidana pencucian uang, dimana kedua tindak pidana tersebut adalah termasuk kejahatan 
extraordinary crime karena sulit untuk dibongkar yang memiliki dampak merusak nilai-nilai 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pinangki juga sebagai seorang Jaksa 
atau Aparat Penegak Hukum yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan memberi 
rasa keadilan terhadap masyarakat, dalam hal ini justru sebagai pelaku yang melanggar 
hukum. Maka, jika meneladani dan mendalami nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada di 
masyarakat maka hukuman yang dijatuhkan dapat lebih berat karena untuk memberikan efek 
jera kepada Terdakwa supaya tidak melakukan lagi tindak pidana tersebut, memberitahu 
masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana korupsi karena dapat diancam hukuman yang 
berat, memperbaiki diri terdakwa ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan. 
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